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Abstract
The objective ofthis research is to find out Bank ofIndonesia's role and barrier in order to handle
moneylaundering. This research which located in Bank ofIndonesia branch Solo was included into empiri
calresearch with qualitative descriptive. The data usedprimary andsecondarydata with qualitative analy
sis. The research shows that BankofIndonesia's role and barrierin ordertohandle moneylaundering has
issuedaCircularLetterofBank ofIndonesia. Bank ofIndonesia branch Soloregularlyevery three months
oraccepting reports in such condition ordirectinvestigation towardcommercialbanks in orderto convince
mat those banks fulfill the Regulation ofthe Prevention ofFinanced Terrorism andAnti Money Laundering
Program. It also to accomplish The Code ofKnow Your CustomerStandard. According to above, Bank of
Indonesia often encounters constraints caused by limited expertise.
Keywords: MoneyLaundering (Money Laundering), BankofIndonesia.
A. Pendahuluan
Indonesia saat ini sedang mengalami proses
globalisasi sehingga akan berpengaruh juga
terhadap kemajuan hubungan dalam bidang
ekonomi dan teknologi, dan hal tersebut akan
berakibat adanya kecenderungan meningkatnya
tindak pidanaekonomidibidangperbankan.Salah
satu kejahatan ekonomidibidangperbankanyang
relatifbaru dan mulaiberkembang dengan pesatnya
adalah kegiatan atau praktek pencucian uang
(money laundering) yangjuga dapat bersifatlintas
batas teritorial. Kejahatan money laundering
tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor
15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian
Uang (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor30)
sebagaimanatelahdirubah denganUndang-Undang
Nomor 25 Tahun 2003).
Di dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa
yang dimaksud dengan Pencucian Uang adalah
perbuatan menempatkan, menstransfer, membayar-
kan, membelanjakan, menghibahkan, menyum-
bangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri,
menukarkan, atau perbuatan lainya atas harta
kekayaan yang diketahui atau patut diduga
merupakan hasil tindak pidana dengan maksud
untukmenyembunyikan, atau menyamarkan asal
usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi
harta kekayaan yang sah.
Berkaitan tindak pidana money laundering,
penting sekali peranan dunia perbankan dalam
melancarkan kegiatan praktek pemutihan uang
tersebut. Para pelaku money laundering mem-
pergunakanbanksebagai alat untukmencuci uang
hasilkejahatan mereka melalui berbagai instrument,
hal ini sehubungan dengan adanya ketentuan di
Yustisia Edisi 82 Januari-April2011
bidang perbankandimanasangat menguntungkan
para pelakumoneylaundering. Ada ketentuan yang
sebenamya sangat menguntungkan para pelaku
money laundering tersebut dibidang perbankan,
yaitu tentang ketentuan kerahasiaan bank (diatur
dalam Pasal 40 W No. 10 Tahun 1998 tentang
PerubahanAtas Undang-Undang No.7Tahun 1992
tentang Perbankan) Mengenai rahasia bank ini,
sebenamya tidakseketat yangdibayangkan karena
Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 juga telah
memberikan pengecuatiansepertiyangdiaturdalam
Pasal 41,41A, 42,44 dan 144A.
Dalam kejahatan money laundering, bank
digunakan sebagai sarana untuk melakukan
kejahatan. Selain itu bank dapat juga sebagai
pelakukorporasi untukmelakukantindakanpidana
perbankan(diaturdalam Pasal 49 UU No. 10Tahun
1998) dengan tujuan untuk mempermudah
dilakukannya tindak pidana money laundering.
Untuk mengantisipasi hal tersebut maka perlu
adanya pengwasan terhadap kegiatanoperasional
bank sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang
PerubahanAtas Undang-Undang No.7 Tahun 1992
tentang Perbankan yang menyatakan bahwa;
Pembinaan dan Pengawasan Bank dilakukanoleh
Bank Indonesia, selanjutnya Pasal 34 Undang-
Undang No. 3 1999 tentang Bank Indonesia
menyatakan bahwa, Tugas mengawasi Bankakan
dilakukan oleh lembaga pengawas sektor jasa
keuangan yang independent, dan dibentuk dengan
undang-undang". Pembentukan lembaga
pengawasan akan dilaksanakan selambat-
lambatnya 31 Desember 2010. berdasarkan
ketentuan tersebut, maka sebelum dibentuk
lembaga pengawas, Bank Indonesia masih
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